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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 41 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  

NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PAGU ALOKASI  
DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA 

SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LUWU UTARA, 

 
Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan kondisi kemampuan 

keuangan daerah yang terbatas, Alokasi Dana Desa 

(ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

disalurkan berdasarkan realisasi minimal 10% 

(sepuluh perseratus) dari pendapatan daerah bagian 

pemerintahan desa, maka perlu melakukan Perubahan 

atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 71 Tahun 

2021 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Bagian 

Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Luwu Utara Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Pagu Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa 

Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3826); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 
 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 961); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1424) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

819); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2  

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun 2022 Nomor 2); 

15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 71 Tahun 2021 

tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Bagian 

Pemerintah Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara 

Tahun 2021 Nomor 71); 

16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 

Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 

36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022  

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 

Nomor 36); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 71 TAHUN 

2021 TENTANG PENETAPAN PAGU ALOKASI DANA 

BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal I 

 

Rekapitulasi Pagu Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa 

tahun anggaran 2022 dalam Lampiran IV Peraturan 

Bupati Luwu Utara Nomor 71 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Pagu Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Se 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 71) diubah, 

sehingga menjadi Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 

  

 

Ditetapkan di Masamba 

pada tanggal 1 Desember 2022 

BUPATI LUWU UTARA, 

 

              ttd 

 

INDAH PUTRI INDIANI 

 

Diundangkan di Masamba 

pada tanggal 1 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,  

 

    ttd 

 

ARMIADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 41     
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